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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua 
di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang memiliki wilayah seluas 110.06 km2, 
yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Kota Malang terletak pada koordinat 70 06 -
80 02 lintang selatan dan 1120 06- 1120 07 bujur timur dengan ketinggian antara 339-662,5 
meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara 
yang sejuk dengan suhu rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara administratif Daerah 
Kota Malang berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Malang yaitu :1 
a. Sebelah Utara :  
 Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso. 
b. Sebelah Timur : 
 Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang. 
c. Sebelah Selatan : 
 Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. 
d. Sebelah Barat : 
 Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. 
Jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data dari BPS tahun 2000 sebanyak 
756.982 jiwa yang terdiri dari 375.103 laki-laki dan 381.879 perempuan. Seperti kondisi kota 
pada umumnya dimana hunian terpadat berada di pusat kota. Kecamatan Klojen merupakan 
jantung kota Malang merupakan hunian terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 13.307 
                                                 
1 Didapatkan melalui situs malangkota.go.id yang diakses pada tanggal 21 Februari 2012, data diolah. 
jiwa per Km persegi. Sedangkan tingkat kepadatan terendah berada di Kecamatan 
Kedungkandang dengan jumlah penduduk 3.767 jiwa per Km persegi. 
Secara umum, gambaran kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang 
cukup heterogen di dalam hal etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan 
terciptanya kehidupak kota yang cenderung dinamis. Sebagai salah satu kota pendidikan, 
masyarakat Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan 
adat kebiasaan dan budaya dari berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh 
para pelajar, mahasiswa serta kalangan pedagang. Dari beberapa suku yang berada di Kota 
Malang, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa pergaulan 
sebagai wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah bahasa Jawa, bahasa Madura 
dan bahasa Indonesia. 
 
B. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau BP2T bertempat di Perkantoran Terpadu 
Gedung A Lantai 2 Jl. Mayjen Sungkono Malang Jawa Timur. Visi daripada BP2T adalah 
menuju pelayanan perijinan satu pintu yang cepat dan berkualitas. Prinsip-prinsip dari visi 
tersebut adalah : pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan 
kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari penerimaan, permohonan, 
pemrosesan, penandatanganan keputusan perijinan dan pembayaran retribusi atau pajak 
perjijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang.2 
Sehubungan dengan Visi tersebut diatas, Kasubag Pekerjaan Umum BP2T Kota 
Malang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan perijinan yang 
cepat yaitu : cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukur mulai dari permohonan masuk 
sampai terbitnya keputusan perijinan dengan ditentukannya standar waktu minimal 
                                                 
2Didapatkan melalui studi dokumentasi di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang pada tanggal 18 Februari 2012.  
penyelesaian ijin untuk tiap jenis ijin. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan 
perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait, disederhanakan. 
Cepat dalam pemrosesan pelayanan perijinan yang baik yang dilaksanakan oleh Dinas 
Perijinan maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemrosesan 
ijin tersebut ditunjang dengan sarana dan prasarana perijinan yang memadai. Cepat dalam 
informasi pelayanan perijinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu 
penyelesaian, biaya perijinan dan menangani pengaduan masyarakat.3 
Kemudian beliau melanjutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelayanan perijinan 
yang berkualitas yaitu : produk perijinan yang diterbitkan Dinas Perijinan memiliki kepastian 
hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman. Dalam memberikan pelayanan 
perijinan, Dinas Perijinan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 
dan professional, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, data base perijinan. 
Misi yang diemban oleh BP2T adalah :4 
a. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang cepat, tepat, akurat, transparan 
dan akuntabel. 
b. Meningkatkan dan membentuk kualitas aparatur perijinan yang profesional di 
BP2T Kota Malang di dalam melayani masyarakat di bidang perijinan. 
c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana perijinan terutama pada tempat serta alat 
kerja yang memadai. 
d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna 
mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Ijin dan 
Tim Teknis. 
                                                 
3Hasilwawancara dengan Kasubag Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang pada tanggal 18 Februari 
2012  
4Didapatkan melalui studi dokumentasi di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang pada tanggal 18 Februari 2012.  
e. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang 
perijinan. 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perijinan Kota 
Malang, berubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang 
Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu (BP2T) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang, sebagai 
berikut:5 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan 
penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu. Untuk 
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Malang mempunyai fungsi :6 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan 
terpadu; 
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja 
(Renja) di bidang pelayanan perijinan terpadu; 
c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan bidang Perekonomian, 
Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 
d. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perijinan bidang Perekonomian, 
Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 
e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; 
                                                 
5Didapatkan melalui, Studi Dokumentasi di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang pada tanggal 18 Februari 2012.  
6Didapatkan  melalui, Studi Dokumentasi di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang pada tanggal 18 Februari 2012.  
f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; 
g. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang 
pelayanan perijinan terpadu; 
h. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi; 
i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 
j. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM); 
k. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP); 
l.  Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 
m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 
publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 
n. Pemberdayaan jabatan fungsional; 
o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan   tugas dan 
fungsinya. 
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menandatangani 15 jenis ijin 
meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, Ijin Pemasangan Media Reklame, Ijin 
Usaha Angkutan, Ijin Trayek, Ijin Keramaian Umum atau Tontonan, Ijin Penggunaan Tanah 
Makam, Ijin Usaha Percetaan, Ijin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota 




























































































dan informan lainnya dari unit kerja Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T, 
serta perwakilan masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan. Hasil wawancara 
disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan sesuai dengan keterangan 
yang diberikan responden yang bersangkutan. 
Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik sehubungan dengan 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka mewujudkan good governance dapat 
dilihat dari poin-poin berikut ini : 
Upaya BP2T untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehubungan dengan 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubag 
Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T, diupayakan cara pelayanan yang tidak 
berbelit-belit dan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat dan lancar. Menurut beliau, 
prosedur di dalam pengurusan IMB ditempuh dengan cara Pemohon harus mengajukan 
permohonan kepada Bapak Walikota Malang Cq.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BP2T). formulir permohonan itu berupa formulir permohonan IMB. Apabila semua 
persyaratan telah dilengkapi oleh si pemohon, maka penerbitan IMB dapat selesai dalam 
waktu 14 hari.7 
Menurut beliau, dengan adanya prosedur tersebut, pemberian IMB menjadi lebih 
mudah, cepat dan lancar, karena dengan proses perizinan satu pintu, yaitu penyederhanaan 
prosedur perizinan tersebut, maka proses perizinan tidak berbelit-belit karena dilayani hanya 
melalui satu pintu dan terpusat di BP2T. 
Mekanisme prosedur permohonan izin sebagaimana yang juga terdapat di Lobby 
BP2T sehingga masyarakat bisa melihatnya pada saat mengurus izin di BP2T, dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini :8 
 
                                                 
7Hasil wawancara dengan Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang 
pada tanggal 18 Februari 2012.  





































































implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menentukan agar dibentuk badan pelayanan 
terpadu satu pintu, dalam hal ini BP2T untuk mempermudah atau memperlancar pelayanan 
kepada masyarakat dalam proses penerbitan izin, khususnya IMB melalui pelayanan satu 
pintu. Dengan demikian maka segala proses IMB berpusat di BP2T. 
Adanya pelayanan BP2T yang terpusat tersebut, menyebabkan kendala yang dialami 
masyarakat yang awalnya tidak mengerti bagaimana prosedur di dalam mengurus IMB, akan 
diberikan penjelasan oleh petugas yang bersangkutan sehingga masyarakat mengerti bahwa 
mengurus IMB di BP2T sudah terpusat dan tidak serumit yang dibayangkan. Disebut tidak 
rumit karena masyarakat cukup menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kemudian BP2T 
yang akan memprosesnya sesuai dengan alur yang telah ditunjukkan dalam gambar 2 diatas. 
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari didirikannya BP2T sudah sesuai dengan 
prinsip kesederhanaan, yaitu dengan memangkas birokrasi pelayanan sehingga proses 
pelayanan tidak lagi berbelit-belit, dilaksanakan dengan mudah dan lancar. 
Upaya berikutnya adalah memberikan kejelasan dan kepastian pelayanan IMB yang 
menyangkut persyaratan pengurusan izin, rincian biaya atau tarif pelayanan serta tata cara 
pelayanan, ditunjukkan dalam hal persyaratan di dalam pengurusan IMB, yaitu:9 
1) Pengisian Formulir (disediakan oleh BP2T) bermaterai cukup. 
2) Fotokopi KTP Rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 
3) Advice Planning (AP) 10 
4)  Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang rangkap 2 (dua). 
                                                 
9 Hasil wawancara dengan Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang 
pada tanggal 18 Februari 2012. 
10Advice Planning adalah saran pendapat atas perencanaan peruntukan tanah dikaitkan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota. Tujuanya dalam rangka penataan Kota agar Kota Malang menjadi Kota indah, rapi, 
teratur dan tertib. Hasil wawancara dengan Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota 
Malang pada tanggal 18 Februari 2012 
5) Fotokopi kepemilikan atau sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari pemilik tanah bila 
bukan milik sendiri atau ahli waris kepada pemohon apabila pemilik telah 
meninggal dunia. 
6) Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah 
tinggal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m2 
berlantai 1 ( satu ) serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri 
7) Lightdruk atau cetak printer gambar bangunan dengan skala  1: 100 atau 1 : 200 
rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan 
konstruksi dan rangkap 2 (dua) untuk bangunan yang tidak diwajibkan 
melampirkan perhitungan konstruksi dengan melampirkan nama dan tanda tangan 
perencana bangunan atau yang bertanggungjawab atas gambar rencana bangunan 
atau gambar bangunan tersebut, dalam hal : 
a) Permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah 
bangunan, tampak muka atau depan, tampak samping, tampak belakang 
apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, 
sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP; 
b) Permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, 
gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka atau depan,  
tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan,  sanitasi dan sumur 
resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP, atau gambar 
bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas 
dengan gambar lainnya; 
8) Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik 
tanah dan atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk 
bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi 
bangunan Rumah Sedang atau Menengah, Rumah Kecil atau Sederhana dan 
Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai 
tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan 
yang sudah berdiri dan  IMB Reklame yang berada di tanah sendiri; 
9) Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL atau  
UKL-UPL atau  SPPL dan atau ANDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan 
atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait 
atau yang membidanginya; 
10) Untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian  Tempat Ibadah 
persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Sehubungan dengan diperlukannya perhitungan kontruksi bangunan untuk bangunan 
yang melebihi empat lantai, menurut Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum 
BP2T, karena perhitungan kontruksi bangunan diperlukan untuk menjamin keselamatan 
pengguna atau pemilik bangunan nantinya. Misalnya untuk bangunan hotel atau industri, 
biasanya lebih dari empat lantai, oleh karena itu harus disertai dengan perhitungan konstruksi 
baik dalam rancangan bangunannya maupun pada pelaksanaan pembangunannya terutama 
untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.11 
Di dalam hal tarif pengurusan IMB, BP2T menunjukkan salah satu aspek good 
governance yaitu transparansi di dalam menentukan tarif yang dapat dilihat pada tabel-tabel 
di bawah ini: 
Tabel 1 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 11 tahun 2004 
 
                                                 
11 Hasil wawancara dengan Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang 
pada tanggal 18 Februari 2012 
No Fungsi Bangunan Tarif Retribusi 
(Rp) 
Satuan Per 
1. Rumah Kampung atau 
Rumah Sangat Sederhana 
(RSS) 
  
Luas bangunan s/d 45 m2 3.000 m2
Luas bangunan di atas 45 
m2 s/d 75m2 
3.500 m2 
Luas bangunan diatas 75m2 
s/d 100m2 
4.000 m2 
Luas bangunan diatas 
100m2 
4.500 m2 
2. Rumah kecil atau Rumah 
Sederhana (RS) 
  
Luas Bangunan  s/d 80m2 4.000 m2
Luas Bangunan di atas 
80m2 s/d 150m2 
4.500 m2 
Luas Bangunan di atas 
150m2 s/d 200m2 
5.000 m2 
Luas Bangunan diatas 
200m2 
6.000 m2 
3. Rumah sedang atau 
menengah 
  
Luas bangunan s/d 100m2 6.500 m2
Luas bangunan diatas 7.000 m2 
100m2 s/d 150m2 
Luas bangunan di atas 
150m2 s/d 200m2 
7.500 m2 
Luas bangunan di atas 
200m2 
8.500 m2 
4. Rumah mewah   
Luas bangunan s/d 200m2 8.000 m2
Luas bangunan di atas 
200m2 s/d 300m2 
9.000 m2 
Luas bangunan di atas 
300m2 s/d 400m2 
10.000 m2 
Luas bangunan di atas 
400m2 
11.000 m2 
5. Rumah tinggi deret 6.000 m2
6. Rumah susun (flat) dan 
atau Condominium 
7.500 m2 
7. Rumah tinggal villa 8.500 m2 
8. Rumah tinggal asrama 6.000 m2 
9. Rumah tinggal campuran 
(Ruko, Rukan, Rugudm 
dis) atau Klas 4 
12.500 m2 
Sumber : Data Sekunder, 2012, diolah 
Menurut Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum, tarif pembayaran 
tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda No. 11 Tahun 
2004 Kota Malang tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kepastian dan rincian biaya tersebut 
telah diinformasikan dengan jelas kepada pemohon, dan rincian biaya yang dikenakan dalam 
pengurusan IMB juga diperlihatkan petugas kepada pemohon sesuai dengan Perda Kota 
Malang tersebut.12 
Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa biaya tarif pengurusan IMB dilakukan 
selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh si pemohon, atau 
sebelum memulai kegiatan membangun. Unit kerja yang bertanggung jawab untuk menerima 
biaya atau tarif dalam pengurusan IMB adalah unit pengelolaan keuangan BP2T dan ditandai 
dengan bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan sehingga dapat digunakan oleh 
pemohon untuk ditunjukkan kepada petugas sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat yang ingin 
mengurus IMB harus mengisi formulir permohonan IMB dengan melengkapi syarat yang 
dibutuhkan. Adanya Advice Planning adalah hal yang sangat penting untuk menerbitkan 
IMB, karena bangunan yang hendak didirikan harus sesuai dengan lokasi peruntukannya 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. 
Dari data tersebut diatas, biaya atau tarif yang dikenakan dalam pengurusan IMB 
telah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.11 Tahun 2004 
tentang Izin Mendirikan Bangunan. Biaya tersebut juga tergantung dari klasifikasi bangunan. 
Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa 
setiap rincian biaya atas pengurusan IMB diberitahukan kepada si pemohon dan disertai 
dengan tanda bukti yang sah dan bersifat transparan. Dengan demikian masyarakat yang 
mengurus izin dapat mengetahui juga waktu penyelesaian terbitnya IMB yang juga 
diberitahukan petugas setempat sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan IMB di BP2T 
telah menerapkan unsur kejelasan dan kepastian, dimana setiap persyaratan, rincian biaya 
                                                 
12 Hasil wawancara dengan Kasubag Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang 
pada tanggal 18 Februari 2012 
maupun waktu penyelesaian pengurusan IMB yang dibutuhkan telah diinformasikan dengan 
jelas kepada masyarakat. 
Upaya berikutnya adalah pemrosesan permohonan izin diupayakan untuk diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag 
Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum, sehubungan dengan lamanya pengurusan IMB, beliau 
mengatakan bahwa apabila si pemohon telah melengkapi segala persyaratan dalam 
pengurusan IMB tersebut, dan tidak ada silang sengketa terhadap tanah yang hendak 
dibangun baik dari lurah maupun camat yang bersangkutan, dan advice planning telah 
diterbitkan, maka pengurusan penerbitan IMB dapat selesai dalam waktu 14 hari. Namun 
karena banyaknya masyarakat yang mengurus izin, mengakibatkan kendala pekerjaan yang 
semakin bertambah sehingga bisa saja memakan waktu lebih dari dua minggu.13 
Sekalipun waktu penyelesaiannya telah diinformasikan dengan jelas bahwa 
pengurusan IMB dapat diselesaikan dalam kurun waktu 14 hari jika semua persyaratan telah 
dilengkapi dan tidak ada kendala maupun silang sengketa dari si pemohon yang 
bersangkutan, namun jika memang tidak bisa selesai dalam waktu yang telah ditentukan, 
BP2T akan memberitahukan kembali kepada pemohon supaya tidak terjadi kesalahpahaman. 
Dari hasil wawancara tersebut diatas, diketahui bahwa menurut BP2T, pengurusan 
IMB dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari jika semua persyaratan telah dilengkapi, akan 
tetapi kenyataannya dilapangan, masih ada masyarakat yang mengurus IMB sampai tiga 
minggu sampai hampir sebulan lamanya. Dengan demikian, maka manajemen waktu di BP2T 
masih bisa dikatakan belum efektif dan perlu diupayakan agar lebih cepat. 
Upaya berikutnya adalah menjamin bahwa persyaratan, pemrosesan, dalam 
pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dokumen perizinannya 
telah memberikan jaminan legalitas usaha dan rasa aman pemegangnya. Berdasarkan hasil 
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wawancara, Kasubag Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa persyaratan 
maupun pemrosesan dalam pembiayaan pengurusan IMB telah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, sebagaimana yang telah beliau sebutkan sebelumnya bahwa segala 
persyaratan maupun pemrosesan dalam pembiayaan telah disesuaikan dengan Perda Kota 
Malang No.11 Tahun 2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.14 
Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa setiap pemberian IMB disertai dengan 
dokumen perizinan atau tanda bukti yang sah secara hukum, karena dokumen atau sertifikat 
IMB sangat penting sekali untuk memberikan jaminan legalitas terhadap pemohon dan 
dokumen atau sertifikat berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, sehingga kepemilikan 
seseorang terhadap bangunan tersebut sah di hadapan hukum. Kemudian, bagi pemohon yang 
memanfaatkan dokumen izin untuk kegiatan atau usaha selain peruntukannya, atau 
menyalahgunakan advice planning yang diberikan secara sengaja ataupun tidak, pemilik 
bangunan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta pencabutan atau pembatalan IMB atau penyegelan dan pembongkaran bangunan. Pihak 
yang bertanggungjawab dalam memberikan sanksi tersebut adalah bagian Dinas Pekerjaan 
Umum, Lurah, dan BP2T yang bekerjasama dengan bagian hukum.  
Kemudian apabila ada kendala dimana pengurusan IMB yang diajukan pemohon tidak 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, atau tidak sesuai dengan lokasi 
peruntukannya, maka akan ditinjau kembali. Jika lokasi yang akan diperuntukkan untuk 
pendirian suatu bangunan benar-benar tidak sesuai dengan advice planning, maka IMB tidak 
dapat diberikan. Sebagai contoh, apabila si pemohon ingin mendirikan pabrik di wilayah 
pemukiman penduduk, tentu saja tidak sesuai dengan advice planning, sehingga advice 
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planning tidak dapat diterbitkan, dan tentu saja si pemohon tidak dapat mendirikan bangunan 
di daerah tersebut.15 
Solusi dari permasalahan atau kendala tersebut, BP2T akan bekerjasama dengan 
Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan saran kepada si pemohon yang mengajukan izin 
agar mendirikan bangunan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan bangunan tersebut. 
Upaya berikutnya adalah memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang petugas 
atau unit kerja pelayanan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian keluhan atau 
persoalan dalam pelaksanaan pelayanan, maupun yang bertanggungjawab memberikan 
rekomendasi sehubungan dengan izin yang dimohon dapat disetujui atau tidak. 
Menurut Kasubag Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang, 
memang ada masyarakat yang mengeluh, misalnya tentang pengurusan IMB yang memakan 
waktu lebih dari 14 hari, namun biasanya lamanya pengurusan IMB tersebut diakibatkan oleh 
kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang persyaratan pengurusan IMB, dan karena 
banyaknya masyarakat yang mengurus izin apalagi BP2T tidak hanya menerbitkan izin bagi 
IMB saja, melainkan juga izin-izin lain sehingga pemohon harus bersabar karena jika 
memang sesuai dengan advice planning, maka izin tersebut pasti akan diterbitkan.16 
Kendalanya, dalam hal ini, petugas atau unit kerja yang secara khusus bertanggung 
jawab itu tidak ada, sehingga si pemohon cukup datang ke BP2T. Cara penyelesaian terhadap 
keluhan atau komplain tersebut, misalnya jika ada pemohon yang mengeluh penyelesaian 
pengurusan IMB terlalu lama, BP2T akan mencari tahu apa penyebabnya. BP2T kemudian 
mencari solusi yang terbaik dan memberikan saran-saran maupun petunjuk kepada si 
pemohon. Dulu ketika pengurusan IMB masih di bawah naungan Dinas Tata Kota, walaupun 
tidak rutin dilakukan, namun diadakan rapat dengan mengajak lurah beserta warganya untuk 
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mendapatkan informasi mengenai prosedur atau tata cara maupun persyaratan dalam 
pengurusan IMB agar masyarakat menjadi paham bagaimana caranya pengurusan IMB. 
Namun sejak berdirinya BP2T, belum ada kegiatan seperti itu karena keterbatasan dana dan 
BP2T baru berdiri, jadi masyarakat kurang informasi mengenai pengurusan IMB yang diakui 
BP2T merupakan kelemahan dari BP2T.17 
Agar petugas yang bekerja di BP2T tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 
baik dan bertanggung jawab, BP2T melakukan evaluasi kinerja pelaksana. Pelaksanaan 
evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dilakukan melalui :18 
1) Evaluasi hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) 
pelayanan perijinan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta 
pencapaian sasaran mutu. 
2) Audit Eksternal, dilaksanakan oleh PT. Kokek Surabaya setahun sekali 
pada bulan Nopember. 
3) Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Malang sebanyak satu kali dalam setahun yakni pada bulan 
September. 
4) Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang dilaksanakan dua kali 
dalam setahun, dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan 
masyarakat. Dan kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila masyarakat 
menerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 
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5) Pelaksanakan IKM sesuai dengan Keputusan Menetri Pendayaagunaan 
Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14 indikator 
sebagai berikut: 
a) Prosedur pelayanan 
b) Persyaratan pelayanan 
c) Kejelasan petugas pelayanan 
d) Kedisiplinan petugas pelayanan 
e) Tanggung jawab petugas pelayanan 
f) Kemampuan petugas pelayanan 
g) Kecepatan pelayanan 
h) Keadilan mendapatkan pelayanan 
i) Kesopanan dan keramahan petugas 
j) Kewajaran biaya pelayanan 
k) Kepastian biaya pelayanan 
l) Kepastian jadwal pelayanan 
m) Kenyamanan lingkungan 
n) Keamanan pelayanan 
Upaya berikutnya adalah memanagemen sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
BP2T. sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubag Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum, 
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Malang telah tersedia sarana dan prasarana antara lain :19 
a. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC 
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b. Loket Perijinan (Loket Informasi dan Pengaduan,  Loket Legalitas, Loket PU, 
Loket Perekonomian, Loket Parsosbud, Loket Pembayaran Retribusi, dan Loket 
Pengambilan SK). 
c. Ruang Kepala Badan 
d. Ruang Sekretaris 
e. Ruang Kabid Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum 
f. Ruang Kabid Pelayanan Perijinan Perekonomian 
g. Ruang Kabid Pelayanan Perijinan Pariwisata dan Sosial Budaya 
h. Ruang Kasubag Sungram dan Staf 
i. Ruang Kasubag Umum dan Staf 
j. Ruang Kasubag Keuangan dan Staf 
k. Ruang Staf Bidang PU 
l. Ruang Staf Bidang Perekonomian & Parsosbud 
m. Ruang Rapat 
n. Ruang Arsip 
o. Musholla 
p. WC Umum 
q. Parkir yang cukup luas 
Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan Sumber Daya Manusia tugas Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu 
indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelayanan, adapun jumlah pelaksana di Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang adalah 54 orang yang tersebar di bagian Tata 
Usaha, Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum, Bidang Pelayanan Perijinan 
Perekonomian, dan Bidang Pelayanan Perijinan Pariwisata Sosial Budaya, yang 
pembagiannya disesuaikan dengan keahlian tehnis dan administrasi dan beban kerja.20 
Permasalahan birokrasi adalah permasalahan yang dapat di temui di banyak 
Pemerintah Daerah, walaupun termasuk juga Pemerintah Pusat di Indonesia. Permasalahan 
birokrasi yang dimaksudkan adalah permasalahan dimana para pejabat bergerak lamban di 
dalam melayani masyarakat. Di dalam penelitian ini khususnya di dalam hal perijinan, 
prosedur yang berbelit-belit dan tidak praktis, adanya indikasi pungutan liar (pungli), tidak 
transparannya biaya serta waktu penyelesaiannya merupakan permasalahan yang sudah biasa 
ditemui di pelayanan perijinan. Permasalahan birokrasi seperti ini pada akhirnya akan 
menciptakan mutu pelayanan yang buruk dan berakibat masyarakat enggan untuk mengurus 
perijinan dikarenakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga 
Pemerintah Daerah. 
Dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu di Kota Malang, yang didasarkan pada 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
merupakan upaya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap buruknya pelayanan 
publik di kalangan Pemerintahan. 
Latar belakang pemikiran pembentukan Kantor Pelayanan terpadu adalah: 21 
1. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan Good 
Governance bagi aparatur pemerintah. 
2. Adanya komitmen Walikota untuk memberikan pelayanan publik yang lebih 
baik 
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3. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
Sebelum dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu dan BP2T, di Kota Malang pola 
pengurusan perizinan dilaksanakan pada tempat terpisah-pisah, di beberapa dinas atau 
instansi satuan kerja, terkesan sulit dan tidak transparan, tidak jelas pembiayaannya dan 
waktu penyelesaian perijinan yang tidak pasti.22 
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu di BP2T 
merupakan salah satu implementasi Good Governance. Acuan di dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan di BP2T adalah pelayanan prima sebagaimana dimaksud di dalam 
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 yang intinya 
meliputi 10 (sepuluh) unsur:23 
1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus 
didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum 
menjadi mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan. 
2. Kejelasan 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 
b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau 
sengketa dalam pelayanan publik. 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada 
pemohon izin dari adanya bahaya resiko dan keragu-raguan. Proses serta 
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hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta 
dapat memberikan kepastian hukum. 
4. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
5. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan 
sah. 
6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 
8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisipilinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, 
tempat ibadah dan lain-lain. 
 
 
 D. Upaya Dinas Perijinan Kota Malang dalam mengatasi hambatan 
pelaksanaan pelayanan perijinan One Stop Shop. 
Berdasarkan hasil wawancara, keseluruhan kendala yang dihadapi BP2T dalam 
memberikan pelayanan pengurusan IMB adalah:24 
1. Waktu penyelesaian IMB kadangkala tidak selesai tepat waktu karena banyaknya 
masyarakat yang mengurus izin, tidak hanya pengurusan IMB saja, melainkan 
banyaknya izin-izin lainnya sehingga harus diproses satu persatu. 
2. Adanya keterbatasan dana sehingga BP2T tidak dapat mengajak lurah maupun 
masyarakat untuk melakukan dialog atau suatu forum diskusi agar masyarakat 
paham bagaimana caranya mengurus IMB dan mengenai pentingnya mengurus 
IMB. 
Adanya kendala dari masyarakat yang persyaratannya kurang lengkap, sehingga 
memakan waktu lebih lama untuk menerbitkan IMB. Oleh karena itu BP2T berpendapat 
bahwa perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin, namun hal tersebut masih 
belum bisa terlaksana. 
Berdasarkan kendala tersebut, maka BP2T merencanakan untuk : 
1. Mengusahakan agar anggaran bagi pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat 
dapat segera terpenuhi, sehingga BP2T dapat memberikan penyuluhan. 
2. Memaksimalkan sarana Internet untuk bisa memberikan informasi lebih cepat 
dan merata kepada masyarakat 
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